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RINGKASAN 

 

Ulifia Nurofida, Program Studi Magister Kenotariatan, Kedudukan Hukum 

Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan 

Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Karena Hibah Menurut Pasal 1 Huruf c 

dan d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.(Studi di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang), Toyib Sugianto, SH. MH 

(Pembimbing Utama), Endang Sri Kawuryan, SH, MH, Not (Pembimbing 

Kedua). 

 

Penerbitan Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan karena hibah 
menurut pasal 2 ayat (1) huruf c dan d perdirjen 30/PJ/2009 dikarenakan 
adanya kelemahan hukum dalam peraturan yang telah ada sebelumnya, 
sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang yang ingin menghindar 
atau mengelak dari pajak. Atas permohonan penerbitan SKB tersebut kepala 
Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) 
hari kerja sejak tanggal permohonan, jika jangka waktu tersebut terlampaui 
maka Kepala KPP harus menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja 
terhitung sejak jangka waktu diatas berakhir. Dengan adanya prosedur 
permohonan penyelesaian SKB dalam perdirjen, permasalahan yang muncul 
adalah bagaimana kedudukan hukum Surat Keterangan Bebas pajak 
penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan karena hibah menurut pasal 2 ayat (1) huruf c dan d perdirjen 
30/PJ/2009 di KPP Pratama Kota Malang dan bagaimana akibat hukum 
apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB.  

 
Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum 

empiris (yuridis empiris). Lokasi Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Kota Malang. Responden penelitian yaitu 2 (dua) orang staf Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Malang Utara, antara lain 1 (satu) orang seksi pelayanan dan 
informasi dan 1 (satu) orang seksi pengawasan dan konsultasi; 2 (dua) orang 
staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, antara lain 1 (satu) 
orang seksi pelayanan dan informasi dan 1 (satu) orang seksi pengawasan 
dan konsultasi; 6 (enam) orang wajib pajak yang melakukan pengalihan hak 
atas tanah dan/atau bangunan atas hibah menurut ketentuan perdirjen 
30/PJ/2009. 

 
Hasil penelitian diperoleh bahwa Kedudukan hukum surat keterangan 

bebas pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan 
karena hibah menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak 30/PJ/2009 di KPP 
Kota Malang terkait dengan prosedur penyelesaian SKB adalah sebagai hak, 
dikarenakan adanya nilai keadilan sebagai landasan filosofis, kemanfaatan 
sebagai landasan sosisologis dan kepastian hukum sebagai landasan yuridis. 
Akibat hukum terhadap wajib pajak yaitu wajib pajak membayar pajak 
dengan mengisi formulir SSP (Surat Setoran Pajak) dan apabila tidak 
membayar pajak maka Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan 



 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Apabila SKB terbit melebihi jangka waktu yang 
ditentukan dalam perdirjen maka SKB tersebut dianggap ditolak. Akibat 
hukum terhadap Kantor Pertanahan yaitu terhambatnya proses balik nama 
dan SKB tetap diterima apabila SKB  terbit melampaui jangka waktu yang 
telah ditentukan. 

 
     

Kata Kunci : Surat Keterangan Bebas, Pajak Penghasilan Atas Penghasilan 
dari Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Hibah 
Menurut Pasal 2 ayat (1) Huruf c dan d Perdirjen 30/PJ/2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

Ulifia Nurofida, Study Program  Master of notaries, Kedudukan Hukum Surat 

Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak 

Atas Tanah dan/atau Bangunan Karena Hibah Menurut Pasal 1 Huruf c dan d 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.(Studi at Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang City), Toyib Sugianto, SH. MH (first 

mentor), Endang Sri Kawuryan, SH, MH, Not (second mentor). 

 

The letter published of free taxation of grant, according to paragraph 2 

article (1) letter c dan d Perdirjen 30/PJ/2009, was done to wealeness of law 

in previons regulation, which could be ulitized by those who want to avoid 

from tax. On requesting of publication SKB head of office taxation service 

must give the decision at least 3 days since the date of request if during the 

periode overddane, thas the lead of KPP Pratama must publish SKB no more 

than 2 days strating from the time periode above ended. With the problem of 

settlement request SKB in Perdirjen 30/PJ/2009, the arisen problem is  what’s 

status of law of the letter free taxation on ways from right diversion of  land 

or building caused by grant according to paragraph 2 article (1) letter c and d 

perdirjen 30/PJ/2009 at KPP Pratama Malang city and what is the law inpact 

if duty tax do not submit SKB.   

To answer these problem the yudisial empirical study was done. The 

research location was in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang City.  The 

respondent who are used in this research are 2 (two) staff of KPP Pratama 

Southern Malang such as 1 (one) staff of service and information 

dapartement and 1 (one) staff of monitoring and consultation department; 2 

(two) staff of KPP Pratama Nourthern Malang such as 1 (one) staff of service 

and information dapartement and 1 (one) staff of monitoring and 

consultation department; 6 (six) people duty tax (wajib pajak) who did right 

diversion of land/building caused by grant according to paragraph 2 article 

(1) letter c and d perdirjen 30/PJ/2009 at KPP Pratama Malang city. 

The result of this research show  that the law states of SKB of income 

tax from right diversion of  land or building caused by grant according to 

regulation of Directur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 at KPP Pratama 

Malang City, relared with  the SKB settlement procedure is as the  backup 

caused by justness value as the philosophy fundament, worthwhile as 

sociological fundament and assurance of law againt duty tax is that duty tax, 

pay the tax with feel in the form SSP and if do not pay the tax than Direktur 

Jenderal Pajak can issue SKPKB. If SKB publish more than the certainly time 

than SKB is refused. The consequence of law to agrarian office is that the 



 
delay of change the name process and SKB will be approved if SKB publishes 

is overdue from certain time. 

 

Key word :  the Letter of free tax, tax income from right diversion of land or 

building, grant according to paragraph (2) article (1) letter c 

and d regulation of Directur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAB I  

PENDAHULUAN 
 
 
 

1. LATAR BELAKANG 

Pembangunan di Indonesia merupakan bentuk nyata dari cita-cita 

seluruh rakyat Indonesia yang dituangkan dalam alenia IV (empat) 

pembukaan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan di 

segala bidang baik material dan spiritual membutuhkan dana yang besar. 

Sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia diantaranya berasal dari 

penerimaan dalam negeri yaitu berupa penerimaan sektor migas (minyak dan 

gas) dan sektor non migas (pajak dan non pajak). Selain itu dana 

pembangunan juga berasal dari bantuan proyek dan bantuan program. Hasil 

penerimaan dalam negeri dan luar negeri tersebut digunakan untuk 

pengeluaran rutin seperti subsidi, bunga dan cicilannya, hutang negara dan 

biaya pegawai.1 

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti 

pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak 

merupakan fenomena yang berkembang di masyarakat dan merupakan 

sumber pembiayaan pembangunan. 

                                                           
1 Anggaran Belanja Negara tahun 2005  
 



 
Hal tersebut merupakan amanat dari  Bab VIII (hal keuangan) Pasal 23 

A Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut : 

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dalam Undang-undang” 

Perdagangan bebas (free trade) membawa konsekuensi pula dalam 

bidang perpajakan. Dalam era globalisasi dan era persaingan bebas inilah 

cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima globalisasi 

ekonomi serta paling penting yaitu mengambil kesempatan yang timbul 

akibat adanya perubahan ekonomi internasional.2 

Tahun 1983 pemerintah melakukan perubahan terhadap sistem 

perpajakan nasional yang dikenal dengan Tax Reform. 3 Dengan Tax Reform 

maka beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga mendorong 

kesadaran  wajib pajak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak 

sehingga tax reform akan menciptakan sistem pajak yang sederhana dan 

mudah dimengerti oleh setiap orang, sistem pajak yang didasarkan pada 

prinsip kewajaran dan sistem pajak yang memberikan kepastian bagi wajib 

pajak. 

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

merupakan undang-undang pajak penghasilan yang merupakan perubahan 

keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak 

penghasilan. 

                                                           
2 Waluyo, Wirawan B Ilyas, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,2003), h. 3 

 
3 Tax Reform merupakan perombakan atau perubahan undang-undang perpajakan lama 

dengan undang-undang pajak yang baru yang merupakan produk bangsa Indonesia, 

dimaksudkan untuk menciptakan undang-undang pajak nasional yang dilandasi 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar pemungutan pajak yang 

dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Rochmat Soemitro, 
Pengantar Singkat Hukum Pajak (Bandung: Eresco, 1992), h. 24. 



 
Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan disebutkan bahwa : 

“Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, 
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak 
yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun, termasuk 
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.4  
 
Isi pasal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa setiap penghasilan 

yang diterima oleh wajib pajak dapat dipungut pajak penghasilan termasuk 

keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.  

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dijelaskan bahwa atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan wajib dibayar pajak penghasilan. 

Pengalihan tersebut antara lain : 

a. Penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 
hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati 
dengan pihak lain selain pemerintah; 

b. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau 
cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan 
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum 
yang tidak memerlukan persyaratan khusus; 
 
 

c. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau 
cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.5 
 

                                                           
4 Lihat juga Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor  36 Tahun 2008 
5 Bandingkan pengertian “pengalihan hak” dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran tanah dan  Permeneg Agraria/KBPN 

Nomor 3 Tahun 1997. 
 



 
Isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan merupakan penghasilan yang dapat menimbulkan 

utang pajak, termasuk keuntungan karena pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan karena hibah. Dengan demikian hibah merupakan perbuatan yang 

menimbulkan utang pajak kerena memenuhi salah satu syarat tatbestand ,6  

yaitu perbuatan-perbuatan tertentu. 

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, 

Pemungutan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan tersebut bagi wajib pajak orang pribadi bersifat final, 7 sehingga  

wajib pajak menerima dan memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan maka penghasilan tersebut tidak perlu 

digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan Pajak 

Penghasilan terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan. Demikian pula pajak penghasilan yang dipotong tidak dapat 

dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang menurut Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 8  

Ketentuan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

karena hibah tersebut tidak selamanya dipungut pajak, ada hibah-hibah 

                                                           
6 Tatbestand merupakan ajaran material bahwa utang pajak timbul karena UU pada saat 

dipenuhinya perbuatan, keadaan, peristiwa tertentu. Rochmat Soemitro, Pengantar 
Singkat Hukum Pajak, (Bandung : Eresco,1988), h.6 

 
7 Lihat juga ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, 

dan Pasal Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ/2009 

tentang pelaksanaan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 

tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas 
Tanah Dan/Atau Bangunan.  

 
8 Waluyo, Wirawan B Ilyas, Op.Cit, h. 262 



 
tertentu yang dikecualikan dari pemungutan pajak. Hal ini diatur dalam pasal 

5 huruf c dan d Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2008, antara lain : 

a. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang 
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan 
sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan 
pemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
pribadi, yang menjalankan usaha mikro kecil yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan sepanjang 
hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilikan atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian tersebut diatur pula 

dalam Pasal 2B ayat (1) huruf c dan d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

243/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak 

Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan Bangunan 

,sebagai berikut: 

a. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang 
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan sepanjang 
hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilikan atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
pribadi, yang menjalankan usaha mikro kecil yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan sepanjang 
hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilikan atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

 



 
Selanjutnya dalam pasal 2B ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 243/PMK.03/2008, tentang tata cara pemberian pengecualian dari 

kewajiban pembayaran/pemungutan pajak penghasilan dari pengalihan hak 

atas tanah dan/atau Bangunan, dijelaskan bahwa tata cara pemberian 

pengecualian dari kewajiban pembayaran/pemungutan pajak penghasilan 

diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan 

maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 

sebagai penjabaran yang bersifat teknis dari Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 243/PMK.03/2008. 

Dalam pasal 2 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor 30/PJ/2009, juga disebutkan pengecualian pemungutan dari pajak 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagai 

berikut: 

a. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang 
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan 
sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan 
pemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
pribadi, yang menjalankan usaha mikro kecil yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan sepanjang 
hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilikan atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  
 

Dengan adanya pengecualian atas hibah-hibah tertentu tersebut diatas 

maka dalam pelaksanaannya pemungutan pajak penghasilan  atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak mutlak 



 
dilaksanakan. Hal ini untuk keadilan bagi pihak-pihak yang tersangkut dalam  

pengecualian pemungutan pajak. 

Pengecualian pemungutan pajak penghasilan tersebut oleh Pasal 3 

ayat (1) Peraturan Direktur Jendral pajak Nomor 30/PJ/2009, diberikan syarat 

dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB), sebagai berikut : 

“Pengecualian dari kewajiban pambayaran atau pemungutan Pajak 
Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Huruf 
a, huruf c, huruf d, huruf e diberikan dengan penerbitan Surat 
Keterangan Bebas Pajak Penghasilan  dari pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan.” 
 
Adanya penerbitan Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan dalam 

perdirjen tersebut dikarenakan adanya kelemahan hukum dalam peraturan 

yang telah ada sebelumnya,9 sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang yang ingin menghindar atau mengelak dari pajak.  

Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan tersebut harus dimohonkan 

oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi 

atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal dengan 

dilengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal perdirjen.10 

Atas permohonan tersebut diatas, kepala Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

tanggal permohonan, jika jangka waktu tersebut terlampaui maka Kepala KPP 

                                                           
9 SE-04/PJ.33/1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas 

Tanah dan/atau Bangunan  
10 Syarat syarat untuk permohonan SKB antara lain  Foto Copy kartu Keluarga; Foto Copy 

Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan; Surat 

Pernyataan Hibah, Pasal 4 ayat (3)  perdirjen 30/PJ/2009 
 



 
harus menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak jangka 

waktu diatas berakhir.11 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya 

prosedur permohonan penyelesaian SKB dalam perdirjen, permasalahan yang 

muncul adalah dalam pelaksanaannya  kedudukan hukum Surat Keterangan 

Bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan bangunan karena hibah-hibah tertentu tersebut terkait dengan kewajiban 

perpajakan seseorang sebagai penguat atau pemperumit, apakah dengan 

tidak mengajukan SKB pengecualian pemungutan pajak penghasilan atas 

hibah-hibah tertentu tersebut dapat hapus. 

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih 

dalam melalui penelitian empiris dengan mencari dan menentukan 

kedudukan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak penghasilan atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah 

menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor 30/PJ/2009. Sehingga dapat diketahui juga akibat hukum  apabila 

wajib pajak  (WP) tidak mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak 

Penghasilan tersebut.   

Dari pemaparan permasalahan diatas, maka perlu kajian lebih 

mendalam melalui sebuah penelitian dalam bentuk proposal tesis dengan 

judul : KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK 

PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN KARENA HIBAH MENURUT PASAL 2 AYAT (1) HURUF 

                                                           
11 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perdirjen 30/PJ/2009 
 



 
c DAN d PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 30/PJ/2009 (Studi 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang) 

 

2. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak 

penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan karena hibah berdasarkan Pasal 2 huruf c dan d 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang? 

2. Bagaimana akibat hukum apabila wajib pajak tidak mengajukan 

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan tersebut?  

 

3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Surat 

Keterangan Bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah  

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila wajib 

pajak tidak mangajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak 

Penghasilan. 

 

4. MANFAAT PENELITIAN 



 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan 

pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum 

kenotariatan dan hukum perpajakan. 

4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum 

perpajakan pada khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum Surat 

Keterangan Bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah  berdasarkan Pasal 2 ayat 

(1) huruf c dan d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009. 

4.2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis mengenai masalah perpajakan pada umumnya dan 

khususnya kedudukan hukum Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak 

penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan karena hibah  berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf 

c dan d  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009. 

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak  

Memberikan rekomendasi guna mendukung/menuju terwujudnya  

kepastian hukum dalam bidang perpajakan sehingga dapat 

meminimalisir masalah-masalah perpajakan. 

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak  

Memberikan rekomendasi dalam meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam bidang perpajakan. 



 
d. Bagi masyarakat 

Masyarakat sebagai wajib pajak dapat  mengetahui  memberi 

gambaran yang jelas mengenai kedudukan Surat Keterangan Bebas 

(SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan karena hibah  berdasarkan Pasal 2 ayat (1) 

huruf c dan d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009. 

 

5. KERANGKA TEORI 

5.1.  Teori Tujuan Hukum 

Tujuan hukum menurut Theo Huijbers diistilahkan tujuan politik hukum. 

ia menegaskan bahwa tujuan politik hukum bukan hanya menjamin keadilan, 

melainkan juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara 

kepastian hukum. kepastian bukan merupakan tujuan hukum melainkan 

sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak 

diciptakan.12 

Untuk melihat tujuan hukum maka harus dipahami bahwa diadakannya 

hukum tersebut bukan merupakan sesuatu yang besifat fakultatif melainkan 

sesuatu yang imperatif. Artinya meskipun masyarakat memiliki banyak 

alternatif tetapi masyarakat tidak memilih untuk meniadakan hukum sebab 

meniadakan hukum hanya ada di angan-angan. Ia tidak mungkin 

terwujudkan. Terciptanya keadilan dan ketentraman tidak mungkin tanpa 

menggunakan hukum.13 

Dalam beberapa literatur dikenal beberapa teori tujuan hukum, yaitu : 
                                                           
12 Theo Huitjbers, Filsafat Hukum (Jakarta: Kanisius, 1995), h. 188-121 

 
13 Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Bayumedia Publising, 

2005),  h. 23 
 



 
1. Teori Etis 

Menurut teori etis satu-satunya tujuan hukum adalah menciptakan 

keadilan. Teori ini dinamakan teori etis karena adanya hal sebagai berikut : 

Hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita tentang apa 

yang adil dan apa yang tidak adil. Menciptakan keadilan berarti memberikan 

apa yang  

menjadi hak setiap orang. Kelemahan teori ini sulit untuk dilaksanakan dan 

makna keadilan yang sulit dirumuskan.14 

Mengenai makna keadilan, Aristoteles mengatatakan ada dua macam 

keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif 

bermakna kepada tiap-tiap orang secara proporsional sesuai dengan jasanya 

sedang keadilan komulatif bermakna kepada tiap-tiap orang diberikan 

sesuatu yang sama tanpa melihat apa yang dilakukannya.15 

Menurut Ulpianus dan Thomas Aquinas keadilan merupakan kehendak 

yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing orang 

bagian atau haknya. Keajegan berarti sesuatu yang tetap dan berlangsung 

terus-menerus. Ini berarti keajegkan memerlukan kepastian hukum agar ia 

terwujud. Diawali dari penilaian orang atau sekelompok orang mengenai 

sesuatu, hal ini menghasilkan penilaian adil atau tidak adil dan hal ini 

berlangsung terus menerus lalu lahirlah sesuatu yang adil.16 

2. Teori Utilitis 

                                                           
14 L.J Van Apeldoorn, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta : Noordoff-Kolf, 1958), h. 21 

 
15

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 60 
 
16 O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan (Jakarta: BPK Gunung Mulia), h. 

86 
 



 
Menurut teori utilitis tujuan hukum adalah mendatangkan manfaat 

tujuan hukum adalah mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk 

orang banyak. Supaya hukum bermanfaat (doelmating), maka pada suatu 

saat harus mengaorbankan keadilan. Hal ini bahwa keadilan dapat 

dikesampingkan asalkan hukum dapat mendatangkan kemanfaatan yang 

sebesar-besarnya untuk orang banyak.17 

 

 

 

3. Teori Campuran 

Teori ini berupaya mengakomodasi antara keadilan sebagai tujuan 

hukum dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Bellefroid menegaskan 

bahwa hukum itu isinya harus ditentukan menurut dua asas yaitu keadilan 

dan faedah.18 

Dengan semakin kompleknya pergaulan hidup antar warga negara dan 

masyarakat, teori ini semakin dapat tempat yang menonjol. Pernyataan ini 

mengandung makna bahwa tujuan hukum (terutama hukum tertulis) yang 

paling mendekati kenyataan adalah untuk mengatur pergaulan hidup agar 

tercipta tata tertib.19  

4. Teori Legalistik 

                                                           
17 Dikky, Tujuan Hukum (diakses melalui 

http://dikkyprima.wordpress.com/2009/02/05/tujuan-hukum/ tgl 28 desember 

2010, jam :20.30 wib) 

 
18 E. Utrech, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 

1953), h. 20 
 
19 Abdul Rahmad Budiono, Op.Cit, h. 28 
 

http://dikkyprima.wordpress.com/2009/02/05/tujuan-hukum/


 
Menurut teori legaslistik tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan 

kepastian hukum (legal certainty).20 

5. Teori Prioritas Baku 

Teori prioritas ini adalah teori tujuan hukum modern yang menyatakan 

bahwa tujuan hukum itu adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum.21 

Gustav Radbruch berpendapat bahwa ada 3 (tiga) nilai dasar tujuan 

hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam menerapkan hukum, yaitu nilai 

keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum. Tujuan hukum yang 

seharusnya menjadi dasar dalam menerapkan hukum yaitu nilai keadilan, 

nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum. Tujuan hukum pertama-tama 

wajib memprioritaskan keadilan disusul kemanfaatan dan terakhir untuk 

kepastian hukum.22 

6. Teori Prioritas Kasuistik  

Teori prioritas kasuistik adalah teori tujuan hukum modern yang 

menyatakan bahwa tujuan hukum itu adanya keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum itu sesuai dengan prioritasnya secara proporsioanal sesuai 

dengan kasus yang ditangani. 23 

 

                                                           
20 Tanpa Nama, Teori Tujuan Hukum  (diakses  melalui 

http://bunga_legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html, tgl 28 

Desember 2010, jam :20.30 wib)  

21 Loc Cit 
 
22 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997),  h. 73-74 

 
23 Tanpa Nama, Teori Tujuan Hukum  (diakses  melalui 

http://bunga_legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html, tgl 28 

Desember 2010, jam; 20.30 wib)  

 

http://bunga_legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html
http://bunga_legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html


 
5.2. Teori Pembenaran Pemungutan Pajak Oleh Fiscus  

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan rakyatnya, oleh sebab itu negara turut campur 

tangan dalam kehidupan masyarakatnya terutama di bidang perekonomian 

guna mencapai kesejahteraan. Karena hal tersebut itulah maka negara 

menarik pajak.  

Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh 

suatu negara sebagai suatu fungsi yang esensial terlebih bagi negara-negara 

yang sedang berkembang.  

Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat beberapa teori yang 

menjelaskan dan memberi justifikasi pemberian hak kepada negara untuk 

memungut pajak, antara lain : 

1. Teori Asuransi. 

Dalam teori asuransi ini, negara dalam melaksanakan tugasnya 

mencakup pula tugas melindungi keselamatan jiwa dan harta perseorangan. 

Oleh karena itu negara bekerja atau bertidak sebagai perusahaan asuransi. 

Untuk perlindungan itu, warga negara membayar premi dan pembayaran 

pajaklah yang dianggap sebagai premi itu.24 

Teori ini telah ditinggalkan dikarenakan negara tidak mengganti 

kerugian bila terjadi kerugian atas orang-orang yang bersangkutan. 

2. Teori kepentingan. 

                                                           
24 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 35 
  



 
Teori kepentingan mempunyai hubungan dengan kepentingan individu 

yang memperoleh pekerjaaan dari suatu negara. Semakin banyak menikmati 

jasa dari pekerjaan pemerintah maka semakin besar pula pajaknya.25 

Teori ini masih berlaku pada retribusi, akan tetapi sulit diterima oleh 

masyarakat miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari negara 

sehingga mereka dibebaskan dari pajak. 

3. Teori kewajiban pajak mutlak. 

Teori kewajiban pajak mutlak berpangkal dari ajaran organic 

kenegaraan (organishe staatleer). Dalam teori ini, individu tanpa negara tidak 

mungkin dapat hidup bebas berusaha dalam negara. Oleh karena itu negara 

mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Pembayaran pajak oleh 

individu kepada negara dipandang sebagai tanda pengorbanan atau tanda 

baktinya kepada negara.26 

Kelemahan teori ini, terlalu menitikberatkan kepada negara yaitu 

seolah-olah individu tidak bisa hidup tanpa negara tetapi negara dapat hidup 

tanpa individu. 

4. Teori Daya Pikul 

Dalam teori ini mengemukakan, pemungutan pajak harus sesuai 

dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Jadi pemungutan pajak harus 

sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya 

penghasilan, kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak. 27 

                                                           
25 Loc. Cit 
  
26 Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, (Bandung: Eresco, 1993), h. 16 
  
27 Bohari, Op.Cit, h. 36 
 



 
Kelemahan Teori ini adalah sulitnya menentukan daya pikul tiap-tiap 

orang dikarenakan selalu berbeda dan berubah-ubah.  

5. Teori Daya Beli 

Teori ini mengemukakan fungsi pemungutan pajak jika dipandang dari 

gejala dalam masyarakat dapat dipersamakan dengan pompa, yakni 

mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga 

negara kemudian memelihara masyarakat untuk tujuan tertentu.28 

Teori ini menitikberatkan pada fungsi pemungutan pajak yaitu fungsi 

mengatur (reguleren).  

 

 

6. Teori Menurut Pancasila 

Pada teori pembenaran pajak menurut Pancasila mengandung sifat 

kekeluargaan dan gotong-royong. Gotong-royong dalam pajak adalah 

pengorbanan setiap anggota keluarga (masyarakat) untuk kepentingan 

keluarga tanpa mendapat imbalan.29 

Berdasarkan teori menurut Pancasila, pemungutan pajak dapat 

dibenarkan karena dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan 

masyarakat tempat wajib pajak hidup. Hak asasi individu dihormati dan 

hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum. 

Teori-teori inilah merupakan pemecahan atas dasar pernyataan keadilan 

pemungutan pajak oleh negara.  

                                                           
28 Ibid, h. 37 
29 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1, (Bandung : Eresco , 1990), h. 31 
 



 
Menurut pembagian beban pajak, Keadilan dalam pajak ada dua 

kriteria berdasarkan teori daya pikul dan prinsip benefit (benefit principle). 

Berdasarkan teori daya pikul, De Langen sebagaimana dikutip oleh 

Rochmad Soemitro mengemukakan keadilan adalah kekuatan seseorang 

untuk memikul suatu beban daripada apa yang tersisa, setelah seluruh 

penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak 

untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga.30 Jadi keadilan dapat 

dikatakan apabila seluruh penghasilan itu dikurangi dari pengeluaran-

pengeluaran yang harus dikeluarkan. 

Prinsip benefit, menurut Santoso Brotodiharjo disebut juga prinsip 

kenikmatan, mengemukakan keadilan adalah pengenaan pajak harus 

seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik 

yang diberikan oleh pemerintah. Jadi adil dapat dikatakan apabila seseorang 

memperoleh kenikmatan lebih besar daripada jasa-jasa publik yang dihasilkan 

oleh pemerintah maka dikenakan beban pajak yang lebih besar pula.  

Manfaat pajak dapat dilihat dari pihak rakyat selaku wajib pajak 

maupun dari negara sebagai pihak yang menerima pembayaran pajak, antara 

lain meningkatkan ekspor, pembangunan, menambah datangnya investor, 

menekan inflasi dan memeratakan pendapatan masyarakat. 

Kepastian hukum dalam ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh 

menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, harus jelas maknanya dan tidak 

ambigius. 

Teori-teori tersebut oleh penulis digunakan sebagai pisau analisa 

permasalahan dalam tesis ini. Apabila dikaitkan adanya Surat Keterangan 

                                                           
30De langen dalam Rochmad Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1,  (Bandung: 

Eresco,1992) h. 31   



 
Bebas (SKB) Pajak Penghasilan , maka tentulah Dirjen Pajak memiliki tujuan 

utama yaitu menjamin terlaksananya pemungutan pajak penghasilan  yang 

adil, manfaat dan menjamin kepastian hukum sehingga menimalisir praktek-

praktek penghindaran dan pengelakan terhadap pajak.    

 

6. METODE PENELITIAN 

6.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis adalah penelitian hukum 

empiris (empirical legal research) yaitu dengan menelaah persoalan mengenai 

kedudukan hukum surat keterangan bebas pajak penghasilan  dalam 

kewajiban perpajakan  seseorang sehingga dapat diketahui kedudukan surat 

keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan karena hibah menurut pasal 2 ayat (1) huruf c 

dan d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 dikaitkan dengan 

peraturan hukum yang berlaku. 

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-empiris 

yaitu dengan menganalisis hasil penelitian dari berbagai aspek hukum baik 

secara normatif yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun dari 

sisi tujuan hukum serta fungsi hukum yang ada. 

Penelitian yuridis empiris bertujuan agar memperoleh pemahaman 

secara menyeluruh, mengembangkan teori dan menggabungkan serta 

menggambarkan secara kompleks dari data yang akan diperolah di lapangan 

dengan mengkaji aspek yuridis dan aspek pelaksanaannya.  

 

6.2.  Lokasi Penelitian 



 
Penelitian ini dilakukan di  Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Kota 

Malang, dengan pertimbangan  KPP Pratama kota Malang memiliki daerah 

kerja di 5 (lima) kecamatan  yang merupakan daerah yang sudah berkembang 

perekonomiannya dengan banyak lalu lintas hukum bidang pertanahan 

sehingga peralihan haknya memerlukan akta otentik sehingga berpotensi pula 

terhadap pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan.  

 

 

 

6.3.  Jenis dan Sumber Data Penelitian 

6.3.1. Jenis Data 

6.3.1.1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang ditemukan di lapangan dan berkaitan 

langsung dengan penelitian ini yaitu kedudukan Surat Keterangan Bebas Pajak 

Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan karena hibah menurut pasal 2 ayat (1) huruf c dan d Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 dikaitkan dengan peraturan hukum 

yang berlaku. 

6.3.1.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah bahan yang dipergunakan sebagai pendukung 

data primer, antara lain referensi yang mendukung seperti peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur dan dokumen-dokumen 

lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder yang dikaji dalam 

penelitian ini meliputi : 



 
a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan 

hukum positif yang diurut berdasarkan hierarkinya, antara lain 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 

Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tentang 

perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

635/PMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan 

Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan hak 

atas tanah dan bangunan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

30/PJ/2009 Tentang tata cara pemberian pengecualian dari 

kewajiban pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang 

pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah.  



 
b. Bahan hukum sekunder yang berupa literatur yang membahas 

mengenai hukum perpajakan, hukum kenotariatan dan hukum 

agraria. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.  

 

 

 

 

6.3.2. Sumber Data 

6.3.2.1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan 

responden yang merupakan obyek penelitian.  

6.3.2.2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder didapat dari Perpustakaan Pusat Dokumentasi 

Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat 

Universitas Brawijaya Malang, Internet dan instansi yang terkait dengan 

penelitian ini. 

   

6.4. Populasi dan Sampel 

6.4.1. Populasi 



 
Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga gejala 

atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.31 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di kota malang dan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama kota malang. 

6.4.2. Sampel  

Metode yang dipakai untuk mengambil sampel adalah metode 

purposive sampling yaitu sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu 

dengan memilih satu atau beberapa subyek sampel dari anggota populasi 

yang dapat dianggap mewakili populasi sampel yang diasumsikan 

mengetahui permasalahan yang dikaji dan dan dapat memberikan informasi 

yang tepat. 

Tujuannya adalah untuk memilih responden yang dapat memberikan 

keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga diperoleh data 

yang faktual.32 Dengan demikian yang menjadi responden dalam penelitian 

ini adalah: 

1. 2 (dua) orang staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, 

antara lain 1 (satu) orang seksi pelayanan dan informasi dan 1 (satu) 

orang seksi pengawasan dan konsultasi; 

2. 2 (dua) orang staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, 

antara lain 1 (satu) orang seksi pelayanan dan informasi dan 1 (satu) 

orang seksi pengawasan dan konsultasi; 

                                                           
31 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : Grafindo 

Persada, 2004),  h. 95  

 
32 Ronny Hanitjio, Metodologi Hukum dan Jurumerti (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 

h.5 
 



 
3. 6 (enam) orang wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan atas hibah menurut ketentuan perdirjen 

30/PJ/2009. 

 

6.5. Metode Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh dengan wawancara (interview) yang dilakukan 

secara bebas terpimpin dengan responden dalam rangka pengumpulan data 

yang lebih jelas dengan memakai pedoman wawancara (interview guide) 

yaitu catatan yang berisi pokok permasalahan yang diteliti dengan beberapa 

pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, juga dilakukan dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi yaitu kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dan 

responden.33  

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan dan studi dokumentasi. 

1. Studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan 

mengutip data dari berbagai sumber seperti berbagai literature, 

peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, hasil penelitian 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup kuat 

untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. 

                                                           
33 Rianto Andi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004),  h. 72 



 
2.  Studi Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang 

dilakukan dengan pencatatan atau pengcopian dokumen-dokumen 

tertentu yang ada di instansi tempat penelitian dilakukan. 

   

6.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif 

artinya menguraikan bahan hukum dengan bentuk kalimat yang teratur, 

runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga diperoleh kejelasan mengenai 

kedudukan surat keterangan bebas pajak penghasilan dari pengalihan hak 

atas tanah dan/atau  bangunan karena hibah menurut Pasal 2 ayat (1) huruf 

c dan d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 dan akibat 

hukumnya apabila tidak mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak 

Penghasilan tersebut. 

 

 

 

7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan sistematis dari 

pembahasan tesis nanti, maka dijelaskan sistematika penulisan yang terdiri 

dari V (lima)  bab  yaitu : 

Bab I :  Pendahuluan, dikemukakan beberapa hal antara lain meliputi 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan, metode 

penelitian, kerangka teori. 



 
Bab II : Kajian Pustaka, menjelaskan tentang Pemungutan Pajak, Pajak 

Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan bangunan, Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas 

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan karena hibah. 

Bab III : Hasil dan Pembahasan. Pada Bab ini berisi tentang 

pembahasan kedudukan Surat Keterangan Bebas pajak 

penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan karena hibah menurut pasal 2 ayat (1) 

huruf c dan d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

30/PJ/2009  dan akibat hukum bagi wajib pajak apabila tidak 

mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan. 

Bab IV : Penutup, Bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran 

dari hasil dan pembahasan dari penelitian ini.   

  

8. DEFINISI OPERASIONAL 

Agar terhindar dari adanya perbedaan penafsiran dan pengertian 

terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu 

dikemukakan definisi konseptual sebagai berikut : 

1. Kedudukan hukum adalah kemampuan hukum untuk berbuat sesuatu, 

untuk bertindak atau kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban. 

2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 



 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

3. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun. 

4. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya (wajib pajak) dalam 

tahun pajak. 

5. Hak atas tanah adalah wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi 

pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. 

antara lain, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, 

hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak 

lain yang ditetapkan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara. 

6. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah  

a. Penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 

hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati 

dengan pihak lain selain pemerintah; 

b. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau 

cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan 

pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum 

yang tidak memerlukan persyaratan khusus; 



 
c. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau 

cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan 

untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. 

7. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu 

hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, 

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang 

menerima penyerahan itu. 

8. Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan adalah surat keterangan 

untuk dibebaskan dari pemungutan pajak yang dikecualikan oleh 

undang-undang. 

9. Peraturan Direktur Jenderal adalah peraturan perundang-undangan 

yang merupakan pelimpahan (pendelegasian) dan penjabaran dari 

suatu peraturan menterinya yang bersifat teknis. 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. PEMUNGUTAN PAJAK 

1.1.  Pengertian Pajak 

Pajak baru muncul pada abad ke 19, pada saat pulau jawa dijajah oleh 

Pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1811-1816. Pada waktu itu 

diadakan pungutan landrente 34 yang diciptakan oleh Thomas Stafford 

raffles.35  

                                                           
34Landrente oleh penduduk dinamakan pajeg atau duwit pajeg yang berasal dari bahasa 

jawa ajeg, artinya tetap. Jadi Pajeg atau duwit pajeg diartikan sebagai jumlah uang 



 
Pada saat sekarang, istilah pajak digunakan untuk menerjemahkan 

istilah asing yaitu belasting, fiscal (Belanda), Tax Fiscal (Inggris) dan Steuer 

(Jerman). Dalam literatur Indonesia sekarang memakai istilah “Fiscal”36 

walaupun sebenarnya antara fiscal dan pajak terdapat perbedaan pengertian 

yang luas. Fiscal dalam arti luas mengandung pengertian segala sesuatu yang 

ada sangkut pautnya dengan keuangan negara termasuk pajak, sedangkan 

fiscal dalam pengertian sempit disamakan dengan pajak. 37 

Pajak merupakan gejala social dan hanya terdapat dalam suatu 

masyarakat, tanpa masyarakat tidak mungkin ada pajak. Menurut Ferdinand 

Tonnies, masyarakat yang dimaksud disini adalah masayarakat gemeinschaft 

bukan geselschaft. 38  Dalam hidup bermasyarakat, seseorang mempunyai 

hak dan kewajiaban masyarakat terhadap individu maupun hak dan 

kewajiaban individu terhadap masyarakat.     

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat mempunyai hak dan 

kewajiban diantaranya yaitu kewajiban masyarakat untuk membayar pajak. 

Uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk 

                                                                                                                                                               
tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama tiap tahunnya. Tunggul Anshari 

Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), h. 3 
 
35Thomas Stafford Raffles adalah Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto 

Gubernur Jenderal Inggris di India, yang pada tahun 1813 mengeluarkan Peraturan 

Landrente Stelsel bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah tiap 

tahunnya hampir sama besar. Loc.cit 
  
36Fiskal dalam bahasa Latin yaitu fiscus yang berarti keranjang yang berisi uang atau 

kantong uang. Pada zaman kerajaan Romawi, kata fiscus dimaksudkan untuk “katong 

raja”. Loc Cit 
 
37 Ibid, h.4 

 
38Gemennschaf adalah masyarakat hukum, Rocmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 

1(Bandung: Eresco, 1990), h.1 
 



 
membiayai kepentingan umum sehingga memberi dampak yang besar pada 

perekonomian masyarakat. 

Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada 

negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah 

tidak memberikan balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk. 39 

Mengenai pengertian pajak, beberapa pakar hukum mengemukakan 

pengertian pajak sebagai berikut : 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pengertian pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi)secara 
langsung yang ditujukan untuk membayar pengeluaran umum.40 

 
Menurut Mr. Dr. N. J. Feldman, pengertian pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-
norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra prestasi dan 
semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.41 

 
Menurut Prof. Dr. Andriyani, pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan yang tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 
menyelenggarakan pemerintahan.42 

 
Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah : 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
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40

 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 1 
41R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung : Rafika 

Adhitama,1998), h.4   
 
42 Ibid, h.2 
 



 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melakat pada pengertian pajak, sebagai 

berikut : 

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan pemerintah; 
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan 

pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan; 
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra 

prestasi  langsung secara individual yang diberikan oleh 
pemerintah. 

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 
daerah; 

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah 
yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan 
untuk mebiayai investasi public; 

6. Pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dari 
pemerintah; 

7. Pajak  dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 43 
1.2.  Tujuan dan Fungsi Pemungutan Pajak 

Tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara 

karena tujuan pajak maupun negara sama-sama berakar pada tujuan 

masyarakat yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Bagi negara pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk 

dapat melangsungkan kehidupan negara dan kesejahteraan seluruh rakyat.44 

Bertitik tolak dari pengertian pajak dan ciri-ciri pajak terlihat bahwa 

negara memungut pajak semata-mata untuk mendapatkan uang atau 

sumber-sumber penerimaan dari swasta untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah.45 Tetapi tidak demikian karena pajak memiliki 

fungsi sebagai berikut: 
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44 Muqodim, Perpajakan I, (Yogyakarta : UII Pres, 1997), h. 7  
 
45 Loc Cit 
 



 
1. Fungsi financial (budgetair) yaitu fungsi pajak untuk memasukkan 

uang ke kas negara atau pajak sebagai sumber penerimaan 
negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan 
pengeluaran pembangunan. 
 

2. Fungsi mengatur (regulerend) yaitu fungsi pajak sebagai alat 
untuk mengatur suatu keadaan masyarakat di luar bidang 
keuangan (sosial, ekonomi, politik dsb) dan fungsi ini banyak 
ditujukan terhadap sektor swasta sesuai kebijakan pemerintah.46 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.  Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Adapun prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak oleh negara sebagai 

jawaban atas permasalahan siapa atau pemerintah negara mana yang 

berwenang memungut pajak. Dalam hal ini menyangkut yurisdiksi dari suatu 

negara yang berhadapan dengan lain, antara lain : 

1. Asas tempat tinggal (domisili), yang mempunyai wewenang 
memungut pajak adalah negara dimana wajib pajak berdomisili 
dan dikenakan terhadap semua pendapatan; 

2. Asas negara asal, mendasarkan pemajakan pada tempat/negara 
dimana sumber pendapatan itu berasal; 

3. Asas kebangsaan, mendasarkan pengenaan pajak pada status 
kewarganegaraan wajib pajak sehingga pajak dipungut oleh 
negara asal wajib pajak.47 
 

Selain hal tersebut diatas terdapat asas-asas lain, sebagai berikut : 

1. Asas yuridis, bahwa pajak harus memberikan kepastian hukum 
dan keadilan bagi pemerintah dan wajib pajak. Oleh karena itu 
pajak di negara hukum harus ditetapkan oleh Undang-undang; 

2. Asas ekonomis, pajak harus diusahakan jangan sampai 
menghambat jalannya produksi dan perdagangan; 
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3. Asas financial, karena fungsi pajak untuk memasukkan uang 

sebanyak-banyak kedalam kas negara maka biaya pemungutan 
pajak harus sekecil-kecilnya.48 
 
 

1.4.  Sistem Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan bergantung pada dua hal yaitu 

keadaan obyek pajak dan kewenangan pungut. Keadaan obyek pajak 

merupakan dasar pengenaan pajak yang dibatasi waktu dan periode. 

Keadaan obyek pajak dapat berubah sehingga memerlukan cara penafsiran 

keadaan obyek pajak yang sesuai dengan kondisi sebenarnya atau mendekati 

sesungguhnya yang disebut stelsel pajak, antara lain : 

1. Stelsel nyata (riil stelsel) yaitu pengenaan pajak yang didasarkan 
pada keadaan obyek pajak yang sesungguhnya (riil atau nyata) 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 
setelah keadaan sesungguhnya obyek pajak dapat diketahui; 

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) yaitu pengenaan pajak 
didasarkan pada suatu anggapan undang-undang, misalnya 
penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 
sebelumnya sehingga pada awal tahun sudah dapat ditetapkan 
besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan; 

3. Stelsel campuran, yaitu pengenaan pajak yang pada awal tahun 
besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan dan pada akhir 
tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 
sebenarnya.49 

  

Dalam pemungutan pajak, kewenangan memungut artinya siapa yang 

berhak memungut pajak dan bagaimana cara menghitung besarnya pajak 

yang harus dibayar, sebagai berikut : 

1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan 
pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi 
utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak 
oleh pemerintah/fiscus; 
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2. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang; 

3. - Full Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan 
pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi wajib 
pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang dan fiscus hanya mengawasi saja. 
- Semi Self Assessment System, adalah suatu sistem 

pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada 
dua pihak yaitu wajib pajak dan fiscus.50   

 
1.5. Penggolongan Pajak 

Pajak dapat digolongkan kedalam berbagai jenis dengan 

mempergunakan kriteria-kriteria tertentu, antara lain : 

1.  Menurut Administrasi Perpajakan 

Menurut administrasi perpajakan, pajak dapat digolongkan menjadi 

dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua pajak tersebut 

dapat dilihat dari segi yuridis dan segi ekonomis. 

a. dari segi yuridis 
a) pajak langsung adalah suatu pajak yang dupungut secara periodik 

(setiap tahun atau setiap masa) yaitu secara berulang-ulang 
berdasarkan penetapan dan berkohir. 

b) pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dipungut secara 
isedental yaitu pada saat taatbestand (berupa suatu keadaan, 
perbuatan dan peristiwa yang mengakibatkan utang pajak timbul) dan 
tidak menggunakan kohir. 

b. dari segi ekonomis 
a) pajak langsung adalah suatu pajak dimana beban pajaknya tidak 

boleh dilimpahkan kepada pihak lain. 
b) pajak tidak langsung adalah suatu pajak dimana pihak wajib pajak 

dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain artinya antara 
mereka yang menjadi wajib pajak benar-benar memikul beban pajak 
itu merupakan pihak yang berbeda.51 
  

2. Menurut Sifat Pajak 
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Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua antara lain : 

a. Pajak perseorangan (persoonlijk) adalah pajak yang dalam 
penetapannya memperhatikan dari diri serta keluarga wajib pajak. 
Dalam penentuan hutang pajak harus memperhatikan keadaan 
dan kemampuan wajib pajak. 

b. Pajak kebendaan (zakelijk) adalah pajak yang dipungut tanpa 
memperhatikan diri dan keadaan wajib pajak.52 

 

3. Menurut Titik Tolak Pungutannya 

Menurut titik tolak pungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi 

dua antara lain : 

a. Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak 
pada diri orang/badan yang dikenai pajak, artinya pajak subyektif 
itu dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari 
syarat-syarat obyeknya. 

b. Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak 
pada obyek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya 
harus dicari subyeknya. 53 

 

4. Menurut Kewenangan Pemungutnya   

Menurut kewenangan pemungutannya, pajak digolongkan menjadi 

dua antara lain : 

a. Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang kewenangan 
pemungutannya berada pada pemerintah pusat. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya 
ada pada pemerintah daerah. 54 

 

 

5. PAJAK PENGHASILAN 

2.1 Pengertian Penghasilan 
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Penghasilan berasal dari kata “hasil” yang berarti sesuatu yang 

diadakan, dibuat, dijadikan dan sebagainya oleh usaha, pikiran, tanam-

tanaman, tanah sawah, tanah ladang dan sebagainya; pendapatan.55 

Secara Akuntansi, penghasilan berarti suatu tambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuisitas yang tidak 

berasal  

dari kontribusi penanam modal.56 Penghasilan meliputi pendapatan yang 

terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan yang dikenal dengan 

sebutan yang berbeda seperti penjualan barang, imbalan atas jasa, bunga 

deviden, royalty dan sewa. 

Konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan yang berbeda 

dengan konsep penghasilan pada akuntansi karena pada umumnya berkaitan 

dengan keadilan serta dapat dipakai sebagai instrument kebijakan ekonomi 

sosial. Untuk keperluan perpajakan sekurangnya terdapat dua pendekatan 

penghasilan yaitu perdekatan sumber dan pendekatan pertambahan.57 

Pendekatan sumber pernah dipakai oleh Ordonansi Pajak Pendapatan 

1908, 1920, 1932 dan 1944.58 Pendekatan ini secara legal membatasi untuk 

kepentingan pajak pada gangguan penghasilan dari usaha tenaga, harta 

tidak bergerak, harta bergerak dan hak atas pembayaran berkala. Menurut 

konsep sumber, dikehendaki adanya kontinuitas aliran dari penghasilan dari 
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56 Pedoman Standar Akutansi Keuangan Nomor 23 Tahun 1999 
 
57 Gunadi, Ketentuan Dasar Perpajakan (Jakarta : Salemba Empat, 2002), h. 44 
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suatu titik sumber asal aliran secara berulang-ulang, suatu kemampuan 

ekonomis tidak dianggap penghasilan. 

Dalam pendekatan pertambahan kekayaan bahwa penghasilan 

merupakan nilai uang dari pertambahan kemampuan ekonomis seseorang 

diantara titik waktu. Konsep pertambahan mendefinisikan istilah penghasilan 

secara meluas yang meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran 

konsumsi tanpa adanya sumber dan kontonuitas aliran kemampuan 

ekonomis.59  

Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang 

Pajak penghasilan, sebagai berikut : 

“Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, 
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak 
yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. 
 
 

2.1.1 Pajak Penghasilan 
 
Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan 

perpajakan tahun 1983 diatur dalam ketentuan ordonansi pajak pendapatan 

orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonansi pajak pendapatan 1944, 

pajak perseroan dengan ordonansi pajak perseroan tahun 1925, serta pajak 

atas bunga, deviden dan royalty yang diatur dalam Undang-undang pajak 

atas bunga, deviden dan royalty tahun 1970. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah 

mengalami perubahan untuk ketiga kalinya pada tahun 2008 dengan 
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Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan. 

Ditinjau dari pengelompokannya, pajak penghasilan dikategorikan 

sebagai pajak langsung, 60 menurut sifatnya dikategorikan sebagai pajak 

subyektif, 61 sedangkan menurut kewenangan pungut dikategorikan sebagai 

pajak pusat.62 

 

  
6. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK 

ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 
 
3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari 

Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 
  
Dasar hukum pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan, sebagai berikut : 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga 

atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan; 
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61 Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang perubahan 

ketiga atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1994 tentang 

pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan; 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tentang 

perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

635/KMK.04/1994 Tentang pelaksanaan pembayaran pajak 

penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan; 

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ/2009 Tentang 

pelaksanaan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah 

nomor 48 tahun1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau; 

f. Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang tata 

cara pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau 

pemungutan pajak penghasilan atas pengahasilan dari pengalihan 

hak atas tanah dan atau bangunan.  

 
 

3.2. Subyek Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan 
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan   
  
Subyek pajak diartikan sebagai sasaran yang dituju oleh undang-

undang untuk dikenakan terhadap subyek pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak 

penghasilan menurut titik tolak pungutannya termasuk dalam pajak kategori 



 
pajak subyektif artinya pajak yang dikenakan karena da subyeknya yakni 

mereka yang telah memenuhi kriteria perpajakan. 

Subyek pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2008 tentang perubahan perubahan ketiga atas peraturan 

pemerintah nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan 

atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, antara 

lain orang pribadi atau badan. 

Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia, yang mendapat penghasilan dari Indonesia dan melakukukan 

kegiatan di Indonesia. Dan Badan yang terdiri dari badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia, yakni perseroan terbatas, perseroan 

komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan 

usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 

yayasan atau organisasi sejenis yayasan dana pensiun dan bentuk usaha 

lainnya. 

 

3.3. Obyek Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak 
Atas Tanah dan/atau Bangunan  
 
Obyek pajak  penghasilan  atas penghasilan dari pengalihan hak atas 

tanag dan/atau bangunan  menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2008, sebagai berikut : 

a. Penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 
hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati 
dengan pihak lain selain pemerintah; 

b. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau 
cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan 
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum 
yang tidak memerlukan persyaratan khusus; 



 
c. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau 

cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. 

 

7. SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS 
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU 
BANGUNAN 
 

Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan adalah surat keterangan 

untuk dibebaskan dari pemungutan pajak yang dikecualikan oleh undang-

undang. Dasar hukum Surat Keterangan Bebas (SKB)  pajak penghasilan 

yaitu Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang 

tata cara pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau 

pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas 

tanah dan bangunan. Peraturan Direktur Jenderal ini adalah peraturan 

perundang-undangan yang merupakan pelimpahan (pendelegasian) dan 

penjabaran dari suatu peraturan menterinya yang bersifat teknis.63 

 Bunyi Pasal 3 Perdirjen 30/PJ/2009  tersebut sebagai berikut : 

“Pengacualian dari kewajiban pambayaran atau pemungutan Pajak 
Pengahasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) Huruf a, huruf c, huruf d, huruf e diberikan dengan penerbitan 
Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan  dari pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan.” 
 

Surat Keterangan Bebas ini digunakan untuk mendapat pembebasan 

dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan yang dikenakan terhadap 

peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikecualikan dari 

pembayaran pajak, pengalihan tersebut antara lain: 

a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan 
Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah 

                                                           
63 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 

1998), h. 84 



 
dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari 
Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan 
jumlah yang dipecah-pecah; 

b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus; 

c. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan 
dan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih 
lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut 
tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

d. Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
pribadi, yang menjalankan usaha mikro kecil yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan sepanjang 
hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilikan atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

e. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.64 
 
Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak 

Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan yang 

melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan 

terdaftar atau bertempat tinggal dengan format yang telah ditentukan. 

Apabila pengalihan tersebut karena warisan maka permohonan tersebut 

dilakukan oleh ahli warisnya.  

Menurut Pasal 4 Perdirjen 30/PJ/2009, Permohonan untuk memperoleh 

Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan, diajukan oleh: 

                                                           
64 Pasal 2 Perdirjen 30/PJ/2009 tentang tata cara pemberian pengecualian dari kewajiban 

pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan.  
 



 
a. Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a, 

permohonan harus dilampiri : 

1) Surat Pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak 

kena pajak dan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan kurang dari Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 

dengan format peraturan direktur jenderal pajak 

2) Fotokopi Kartu Keluarga; dan 

3) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan 

bangunan tahun yang bersangkutan. 

b. Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf c dan d permohonan harus dilampiri Surat 

Pernyataan Hibah dengan format peraturan direktur jenderal pajak;  

c. Ahli waris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), permohonan 

harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Pembagian Ahli Waris 

dengan format sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 

Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu  

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan Surat 

Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak 

atas tanah dan bangunan diterima secara lengkap.65 

Apabila jangka waktu tersebut diatas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

tidak memberikan keputusan, permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak 

                                                           
65 Pasal 5 ayat (1) Perdirjen 30/PJ/2009 tentang tata cara pemberian pengecualian dari 

kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan.  
 



 
dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan 

Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan palinglama 2 (dua) hari kerja terhitung 

sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tersebut berakhir. 66 

Dalam hal permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan hak 

atas tanah dan bangunan sebagaimana Pasal 4 (empat) diterima, Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak penghasilan harus menerbitkan Surat Keterangan 

Bebas Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan sesuai format Peraturan Direktur Jenderal Pajak.67 

Dalam hal permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan hak 

atas tanah dan bangunan sebagaimana Pasal 4 (empat) ditolak, Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak penghasilan harus menyampaikan pemberitahuan 

penolakan kepada wajib pajak sesuai dengan format Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak.68 

 

8. PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA 
HIBAH 

 
5.1  Pengertian Hibah 
 

                                                           
66 Pasal 5 ayat (2) Perdirjen 30/PJ/2009 tentang tata cara pemberian pengecualian dari 

kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan.  

 
67 Pasal 5 ayat (3) Perdirjen 30/PJ/2009 tentang tata cara pemberian pengecualian dari 

kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan. 
 
68 Pasal 5 ayat (4) Perdirjen 30/PJ/2009 tentang tata cara pemberian pengecualian dari 

kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan.  
 



 
Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah 

suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan 

cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu 

benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. 

Hibah wasiat adalah pemberian secara cuma-cuma yang ditetapkan 

dalam surat wasiat dari pemberi hibah wasiat dan berlaku setelah pemberi 

hibah meninggal dunia. 

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hibah terjadi pada 

waktu hidupnya para pihak. Pada hibah wasiat akibat hukumnya baru berlaku 

setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia dan benda yang 

dihibahwasiatkan tersebut diserahkan oleh pelaksana wasiat dengan hak 

bezit atau oleh segenap ahli waris dari pemberi hibah wasiat kepada 

legataris.69 

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, Hibah adalah pemberian 

suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang 

lain yang masih hidup untuk dimiliki. Syarat supaya seseorang dapat 

menghibahkan harta bendanya sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. 

Selanjutnya dalam pasal 212 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hibah 

tidak dapat ditarik Kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. 

Dari penjelasan pasal tersebut menurut Abdul Rachmad Budiono,  

pasal ini harus ditafsirkan bahwa hibah dapat saja ditarik kembali termasuk 

hibah kepada selain anak asalkan hibah itu disetujui oleh penerima hibah.70 

                                                           
69 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Bandung; 

Citra Aditya Bakti, 2008), h. 356 

 
70 Abdul Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam (Bandung: Citra 

Aditya Bakti,1999), h. 184 
  



 
Pengertian hibah menurut hukum adat yaitu perjanjian yang dilakukan 

tanpa kontra prestasi dari penerima hibah atau dengan kata lain perjanjian 

secara cuma-cuma.71 Hibah menurut hukum adat ini tidak dapat ditarik 

kembali kecuali jika hibah tersebut bertentangan dengan hukum adat. 72 

Dari uraian tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan antara hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

dengan Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat. Perbedaan tersebut terletak 

pada tata cara penarikan hibah. Menurut KUH Perdata hibah orang tua 

kepada anaknya tidak dapat ditarik kembali sedang menurut Kompilasi 

Hukum Islam, hibah yang demikian tersebut dapat ditarik kembali. Hal ini 

berbeda dengan hukum adat bahwa hibah yang demikian tersebut tidak 

dapat ditarik kembali kecuali jika hibah tersebut bertentangan dengan hukum 

adat. 

 

 

 

 

 

5.2  Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 

Pengalihan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “alih” 

yang artinya pindah, tukar, ubah. Pengalihan adalah proses perbuatan; 

                                                           
71 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 93 
  
72

 Ibid, h. 94 
 



 
pemindahan; penukaran; pengubahan dari keadaan yang satu ke keadaan 

yang lain.73 Sedangkan “Hak” adalah wewenang; milik kepunyaan.74 

Menurut Budi Harsono, Hak atas tanah adalah wewenang, kewajiban 

dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan 

tanah yang dihaki. 75 antara lain, hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil 

hutan, hak-hak lain yang ditetapkan undang-undang serta hak-hak yang 

sifatnya sementara.76 

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan  tersebut dapat melalui 

jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang.  

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai 

berikut : 

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 
melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan 
dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 
hak melalui lelang hanya dapat dibuat oleh PPAT yang berwenang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

                                                           
73 Dessy Anwar, Op.Cit, h, 30 
 
74 Ibid, h. 164 

 
75 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 (Jakarta : Djambatan, 2007), h. 262 

 
76 Pasal 16 Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok  

Agraria 
 



 
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan 

membuat akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 77 

Dalam peralihan hak karena pemindahan hak, PPAT wajib 

menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan 

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak kepada Kantor Pertanahan, 

menurut pasal Pasal 103 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dokumen-dokumen 

tersebut antara lain : 

a. Surat Permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani 
oleh penerima hak atau kuasanya; 

b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan 
permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak; 

c. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang 
bersangkutan, yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu 
pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya 
meliputi letk tanah yang bersangkutan; 

d. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak; 
e. Bukti identitas penerima hak; 
f. Sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 

yang dialihkan; 
g. Izin pemindahan hak; 
h. Bukti perlunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. 
i. Bukti perlunasan pajak penghasilan.  
 
Dalam hal pemindahan hak atas tanah yang belum terdaftar, menurut 

Pasal 103 ayat (3) Perturan Kepala Badan Nomor 3 Tahun 1997, dokumen-

dokumen yang diperlukan antara lain : 

a. Surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan 
yang ditandatangani oleh pihak yang mengalihkan hak; 

                                                           
77Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnnya disebut dengan PPAT adalah Pejabat Umum 

yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Lihat 

ketentuan Pasal 1 angka 1, lihat juga Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 1998 Tetang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 



 
b. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani 

oleh penerima hak dan kuasanya; 
c. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan 

permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak; 
d. Akta PPAT tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang 

bersangkutan; 
e. Bukti identitas pihak yang mengalihkan; 
f. Bukti identitas penerima hak; 
g. Surat-surat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 76; 78 
h. Izin Pemindahan hak; 
i. Bukti Perlunasan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
j. Bukti Pajak Penghasilan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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1. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA 

MALANG 

Kantor pelayanan pajak kota Malang selanjutnya disebut dengan KPP 

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab pada kantor wilayah,79 dalam hal ini Kantor Wilayah 

Direktur Jenderal Jawa Timur III yang berlokasi di jalan Letjen S. Parman No 

100 Malang.80 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK/01/1989 

maka Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak, 

mengemban tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian 

Keuangan di bidang penerimaan yang berasal dari pajak sesuai dengan 

kebijakan atau keputusan Menteri Keuangan dan Undang-Undang. 

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan 

dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung 

lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.81 

Struktur organisasi KPP Pratama Kota malang terdiri dari kepala kantor;  

Kapala sub bagian umum; seksi ekstensifikasi; seksi pengolahan data dan 

informasi; seksi pelayanan; seksi penagihan; seksi pemerikasaan; seksi 

                                                           
79Wahyu Nuryanto, Modul Pelatihan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak, 

(Malang: KPP Malang Utara, 2009), h. 20 

 
80 Kanwil DJP Jawa Timur III, Profil kanwil DJP Jawa Timur III, (diakses melalui: 

http://www.kanwilmalang.pajak.go.id/, tgl 20-04-2011, jam 20.30 WIB) 

81 Wahyu Nuryanto, Op.Cit,  h. 22 
 

http://www.kanwilmalang.pajak.go.id/


 
pengawasan dan informasi.82 Untuk lebih jelas struktur organisasi KPP 

Pratama terlihat dalam bagan dalam lampiran 1   

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang terdiri dari Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Utara. 

 

1.1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

Sejak berdiri Kantor Pelayanan Pajak Malang telah mengalami perubahan 

nama. Hal ini disebabkan pada waktu Bangsa Indonesia mengalami 

perubahan penting yang menyebabkan keadaan Negara menjadi labil, yaitu 

dengan adanya penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, pendudukan 

Jepang atas wilayah Indonesia dan lain-lain sehingga sifat dan kondisi 

perpajakan juga mengalami perubahan. Uraian perubahan nama yang 

dimaksud terdapat pada lampiran 2.  

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan resmi berdiri 

pada tanggal 4 Desember 2007  bersamaan dengan berdirinya Kantor 

Pelayanan Pajak lainnya yang merupakan wilayah III  DJP Jawa Timur 

berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 

tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor 

wilayah Direktorat Jendral Pajak Pratama di Seluruh Indonesia .  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan pecahan 

dari Kantor Pelayanan Malang yang merupakan KPP induk berdasarkan 

pembagian wilayah kerjanya di kabupaten maupun kota. Pecahan tersebut 

terdiri  dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, Kantor 

                                                           
82 Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan 

tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 



 
Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kepanjen dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Selatan yaitu penggabungan tiga dari 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan 

(KPPPBB) dan Kantor Pemerikaan dan Penyidikan Pajak (Karipka).83 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara 

Nomor 3 Malang. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Selatan 

meliputi Kecamatan Klojen yang terdiri dari 11 kelurahan, Kecamatan  

Kedungkandang terdiri dari 12 kelurahan dan Kecamatan Sukun terdiri dari 

11 kelurahan.84 Mengenai rincian kelurahan terdapat di lampiran 3.  

 

 

1.2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan KPP Modern 

resmi berdiri sejak 4 Desember 2007, yang terletak di Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Nomor 29-31 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 85 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Utara ini semula merupakan Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan saja namun sejak dimodernisasi 

                                                           
83 Tanpa nama, Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan (diakses melalui 

http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/chapter_iv/06610015.pdf, tgl 02-05-

2011, jam 21.00 WIB) 

84 KPP Pratama, Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan (diakses 

melalui 

http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Tabel%20Wilayah%20Indonesia.pdf, 

tgl 02-04-2011, jam 20.10 WIB) 

85 Tanpa Nama, Profil KPP Pratama Malang Utara, (diakses melalui 

http://bukukuning.detik.com/direktori/kantor-pelayanan-pajak-pratama-

malang-utara, tgl 02-04-2011, jam 20.30 WIB) 

http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/chapter_iv/06610015.pdf
http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Tabel%20Wilayah%20Indonesia.pdf
http://bukukuning.detik.com/direktori/kantor-pelayanan-pajak-pratama-malang-utara
http://bukukuning.detik.com/direktori/kantor-pelayanan-pajak-pratama-malang-utara


 
menjadi KPP Pratama Malang Utara pelayannya telah menggabungkan 

pelayanan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. 

Hal ini untuk memudahkan memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

wajib pajak. 

Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi 2 (dua) kecamatan 

yaitu kecamatan Lowokwaru (12 Kelurahan) dan Kecamatan Blimbing (11 

kelurahan).86 Adapun kelurahan yang masuk dalam wilayah kerja KPP 

Pratama Malang Utara ada pada lampiran 4. 

 

 

 

 

2. KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN 

ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU 

BANGUNAN KARENA HIBAH MENURUT PASAL 2 AYAT (1) HURUF C DAN D 

PERDIRJEN 30/PJ/2009 DI KOTA MALANG 

2.1 Ketentuan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas 

Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau 

Bangunan Karena Hibah Menurut Pasal 2 ayat (1) Huruf c dan d 

Perdirjen 30/PJ/2009.  

                                                           
86 KPP Pratama, Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, (diakses 

melalui diakses melalui 

http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Tabel%20Wilayah%20Indonesia.pdf, 

tgl 02-04-2011, jam 20.10 WIB) 

http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Tabel%20Wilayah%20Indonesia.pdf


 
Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena hibah menurut pasal 2 ayat 

(1) huruf c dan d Perdirjen 30/PJ/2009 muncul dari Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.33/1994 sebagaimana diubah dengan SE-

04/PJ.33/1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak 

Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah 27 tahun 1996 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 

tahun 1994 tentang pemungutan Pajak penghasilan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.  

Hibah yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c dan d perdirjen 

30/PJ/2009, sebagai berikut : 

a. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan 
dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan 
social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih 
lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut 
tidak ada hubungannya dengan pemilikan atau penguasaan antara 
pihak-pihak yang bersangkutan; 

b.  Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
pribadi, yang menjalankan usaha mikro kecil yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan sepanjang 
hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilikan atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  

 

Seiring dengan berjalannya waktu ketentuan pasal 9 ayat (2) dalam 

surat edaran tersebut pada khususnya  dan keseluruhan pasal dari SE 

04/PJ.33/1996 tentang pembayaran pajak penghasilan dari pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan dinilai sudah tidak mampu lagi memenuhi 

perkembangan. Sebagai contoh peraturan mengenai Surat Keterangan Bebas 



 
(SKB) karena hibah tertentu tersebut. Dalam implementasinya tidak dapat 

dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. 

Pada tahun 2009 keluarlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  

30/PJ/2009 tentang pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebagai pelaksanaan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 tentang pemungutan PPh hak atas tanah 

dan/ atau bangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

234/PMK.03/2008 tentang pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut memberi wewenang 

kepada Direktur Jenderal Pajak secara delegasi 87 untuk mengatur tata cara 

pembayaran pemungutan PPh hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Hibah tertentu dikecualikan dari pemungutan pajak untuk keadilan 88: 

karena : 

pertama, konsep hibah itu sendiri menurut pasal 1666 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, 

di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik 

kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah 

yang menerima penyerahan itu.  

Kedua, menurut sistem pengenaan pajak penghasilan di Indonesia 

menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan 

atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu 

                                                           
87 Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan 

kepada organ pemerintahan lainnya. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara 
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) h. 105 

88 Penjelasan Pasal 5 PP 71 tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
 



 
kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya 

dilakukan oleh kepala keluarga. 89  

ketiga, penghasilan seorang anak yang belum dewasa digabungkan 

dengan penghasilan orang tuanya kecuali penghasilan dari pekerjaan 

tersebut diperoleh dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha 

atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa (hubungan 

keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus ke samping satu 

derajat dengan anak tersebut.90 

Terdapat perbedaan penyelesaian permohonan SKB PPh hibah menurut 

SE 04/PJ.33/1994, SE 04/PJ.33/1996 dan Perdirjen 30/PJ/2009, terlihat 

dalam tabel sebagai berikut: 

TABEL 1 : PERBEDAAN PENYELESAIAN SKB PPh HIBAH 

Keterangan 
SE-04/PJ.33/1994  SE-04/PJ.33/1996 PERDIRJEN 

30/PJ/2009 

Ketentuan 
adanya SKB 
hibah 

Pasal 1 ayat (2) 
huruf C 

Pasal 9 Pasal 2 ayat 1 

Persyaratan Tidak diatur Tidak diatur Diatur 

Jangka waktu 
Tidak diatur 3 hari 3hari dapat 

diperpanjang 
paling lama 2hari 

Keputusan 
Tidak diatur Diterima Diterima dan 

ditolak 
Sumber : diolah dari SE 04/PJ.33/1994, SE 04/PJ.33/1996 dan Perdirjen 30/PJ/2009 

 
 

Dari tabel diatas terlihat jelas adanya kelemahan-kelemahan hukum pada 

Surat Edaran Direktur Jendaral pajak tahun 1994 dan tahun 1996 dengan 

ketentuan dalam peraturan direktur jenderal pajak. Kelemahan-kelemahan 

tersebut dapat terlihat dengan adanya ketentuan SKB akan tetapi tidak 

                                                           
89  Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba, 2010), h. 116 
 
90 Ibid, h. 118 



 
disertai dengan syarat-syarat pengajuan SKB dan keputusan diterima atau 

ditolaknya SKB. Hal ini berbeda dengan ketentuan SKB dalam Perdirjen 

antara lain adanya kepastian syarat permohonan SKB, kepastian jangka 

waktu penerbitan SKB dan Kepastian dalam keputusan penerimaan dan 

penolakan SKB. 

Syarat mengajukan SKB PPh Hibah  yang harus dipenuhi oleh wajib pajak 

menurut  Pasal 4 ayat (3) Perdirjen 30/PJ/2009 sebagai berikut  : 

a. Foto Copy kartu Keluarga; 

b. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang 

bersangkutan; 

c. Surat Pernyataan Hibah. 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus memberikan keputusan paling 

lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan, jika jangka waktu 

tersebut terlampaui maka Kepala KPP harus menerbitkan SKB paling lama 2 

(dua) hari kerja terhitung sejak jangka waktu diatas berakhir.91 

Keputusan KPP bisa diterima atau ditolak. Diterima apabila syarat-syarat 

permohonan SKB telah terpenuhi dan permohonan SKB ditolak apabila, 

pertama syarat-syarat materiil92 tidak dipenuhi, kedua syarat-syarat formal93 

tidak dipenuhi. Apabila syarat-syarat materiil tidak dipenuhi maka SKB yang 

ditolak tidak dapat diajukan lagi oleh pemohon SKB, berbeda dengan syarat 

                                                           
91 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perdirjen 30/PJ/2009 
 
92 Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut isi dari pada peraturan tersebut 

(substantive rules), I Gede Pantja Astawa, Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu 
Perundang-undangan di Indonesia (Bandung: Alumni, 2008), h. 61 

 
93 Syarat Formal adalah syarat yang menyangkut pembentukannya (procedural rules),  

Loc.Cit 
 



 
formal apabila SKB ditolak maka SKB dapat diajukan lagi oleh pemohon 

SKB.94 

Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d perdirjen 30/PJ/2009, Syarat 

materiil dalam mengajukan SKB Hibah antara lain apabila pemberi hibah 

hanya mengalihkan hak atas tanah kepada: 

a. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan 
dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan 
social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih 
lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut 
tidak ada hubungannya dengan pemilikan atau penguasaan antara 
pihak-pihak yang bersangkutan; 

b.  Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
pribadi, yang menjalankan usaha mikro kecil yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan sepanjang 
hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilikan atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  

 

Syarat formal  dalam mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh Hibah 

menurut Pasal 4 ayat (3) Perdirjen 30/PJ/2009, antara lain: 

a. Foto Copy kartu Keluarga; 

b. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang 

bersangkutan; 

c. Surat Pernyataan Hibah. 

Menurut Pasal 4 ayat (1) Perdirjen 30/PJ/2009, Surat Keterangan Bebas 

PPh hibah ini diajukan oleh pemberi hibah ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

tempat orang pribadi/badan yang memberi tersebut hibah terdaftar atau 

                                                           
94 Hasil wawancara dengan K, seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Malang 

Selatan 
 



 
bertempat tinggal. Jadi menurut subyek hukum dimana berada bukan obyek 

hukumnya.  

 
 

 

 

 

 

 

2.2 Prosedur Penyelesaian Permohonan SKB SKB Pajak 

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah 

dan/atau Bangunan Karena Hibah Menurut Pasal 2 ayat (1) 

Huruf c dan d Perdirjen 30/PJ/2009 di KPP Kota Malang. 

Sebelum membahas prosedur permohonan Surat Keterangan Bebas 

Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena 

hibah menurut Pasal 2 ayat 1 huruf c dan d Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor 30/PJ/2009, terlebih dahulu memaparkan syarat-syarat pengajuan 

SKB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, sebagai berikut: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2. Kartu Keluarga (KK); 

3. Akta kelahiran; 

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghasilan Terutang (SPPT) tahun 

yang bersangkutan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 

yang bersangkutan; 

5. Fotokopi akta hibah; 



 
6. Fotokopi SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau 

Bangunan); 

7. Surat Pernyataan Hibah (Lihat Lampiran 5).95  

Syarat-syarat permohonan tersebut juga ditetapkan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, sebagai berikut : 

1. Diajukan oleh yang memberi hibah di KPP domisili; 

2. Fotokopi KTP dan KK yang memberi Hibah; 

3. Fotokopi KTP dan KK yang diberi hibah; 

4. Akta kelahiran; 

5. Fotokopi SPPT PBB; 

6. Fotokopi bukti perlunasan PBB; 

7. Fotokopi akta hibah dan surat tanah lainnya; 

8. Fotokopi SSB lembar pertama.96 

Pihak-pihak yang terkait dalam permohonan penyelesaian SKB di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang, sebagai berikut : 

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 

2. Kepala seksi pengawasan dan konsultasi; 

3. Kepala seksi pelayanan; 

4. Account Representatif; 

5. Petugas tempat pelayanan terpadu; 

6. Pelaksana seksi pelayanan.97 
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 Data Diolah dari Formulir Pengajuan SKB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan tahun 2011 
 
96

 Data Diolah dari Formulir Pengajuan SKB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara tahun 2011 
 



 
Formulir yang digunakan dalam permohonan Surat Keterangan Bebas 

(SKB)  antara lain : 

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh; 

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)98 

Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam permohonan penyelesaian 

Surat Keterangan Bebas (SKB), antara lain : 

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS); 

2. Uraian penelitian; 

3. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas penghasilan 

dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan; 

4. Surat penolakan permohonan pembebasan pemungutan PPh atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 99 

Prosedur permohonan penyelesaian Surat Keterangan Bebas Pajak 

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah 

menurut Pasal 2 ayat 1 huruf c dan d Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor 30/PJ/2009 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara  telah sesuai dengan Standard 

Operating Procedures (SOP) Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-14/PJ/2008 

tentang tata cara penyelesaian permohonan surat keterangan bebas (SKB) 

PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

sebagai berikut : 

                                                                                                                                                               
97 Data diolah dari tata cara penyelesaian permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh 

atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Standard 

Operating Procedures) Direktur Jenderal Pajak Nomer Kep-14/PJ/2008, h. 1 

 
98 Ibid, h.2 
99 Loc.Cit 
 



 
a. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak 

Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan 

pengalihan hak atas tanah dan/atau banguan karena hibah menurut pasal 

2 ayat 1 huruf c dan d ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat orang 

pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal 

dengan format yang talah disediakan oleh KPP, lihat lampiran 6 dan 

lampiran 7; 

Apabila wajib pajak mengkuasakan kepada orang lain dalam permohonan 

SKB maka permohonan dilakukan dengan melampirkan Surat Kuasa 

Khusus bermaterai 6000,- (enam ribu rupiah), lihat lampiran 8; 

b. Petugas Tempat pelayanan terpadu menerima surat permohonan 

kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. 

Dalam hal surat permohonan belum lengkap, dihimbau kepada wajib 

pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta 

persyaratannya sudah lengkap, petugas tempat pelayanan terpadu 

mencetak BPS (Bukti Penerimaan Surat) dan LPAD (lembar Pengawasan 

Arus Dokumen). BPS diserahkan kepada wajib pajak sedangkan LPAD 

digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas 

tempat pelayanan terpadu kemudian merekam surat permohonan dan 

dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta 

kelangkapannya ke Account Representative; 

c. Account Representative membuat dan menandatangani uraian penelitian 

permohonan Surat Ketarangan Bebas (SKB) pemotongan/pemungutan 



 
pajak penghasilan. Kemudian menyampaikan uaraian penelitian 

permohonan tersebut kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi; 

d. Kepala seksi pengawasan dan konsultasi meniliti, menandatangani uraian 

penelitian permohonan SKB dan memberikan persetujuan (approve) atas 

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan/pemungutan 

pajak penghasilan; 

e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian 

penelitian permohonan dan memberikan persetujuan (approve) atas 

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/pemungutan 

pajak penghasilan; 

f. Kepala seksi pelayanan menerima uraian penelitian permohonan  SKB dan 

menugaskan Pelaksana seksi pelayanan untuk mencetak hasil 

persetujuan. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 

(tiga), yaitu : 

a) Lembar ke-1 : untuk wajib pajak; 

b) Lembar ke-2 : untuk pemotong/pemungut pajak; 

c) Lembar ke-3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak. 

g. Pelaksana seksi pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat 

Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas penghasilan dari 

pengalihan hak atasa tanah dan bangunan atau surat penolakan 

permohonan pembebasan pemungutan PPh atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan, kemudian menyampaikannya 

kepada kepala seksi pelayanan; 

h. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil persetujuan 

dan menyampaikannya kepada kepala kantor pelayanan pajak; 



 
i. Kepala Kantor Pelayanan pajak menyetujui dan menandatangani 

dokumen hasil persetujuan. 

j. Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan ditatausahakan di seksi 

pelayanan (SOP tata cara penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan 

disampaikan ke pihak-pihak terkait melalui sub bagian umum (SOP Tata 

Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke pihak-

pihak terkait melaui sub bagian umum (SOP tata cara penyampaian 

dokumen di KPP), lihat lampiran 9; 

k. Apabila SKB ditolak maka SKB tersebut dikirim melalui pos, ke alamat 

pemohon SKB, lihat lampiran 10; 

l. Proses selesai.  

 

Untuk lebih memperjelas prosedur penyelesaian  permohonan SKB PPh di 

Kantor Pelayaan Pajak terlihat dalam bagan arus (flow Chart) sebagai berikut 

100: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100Data diolah dari Hasil wawancara dengan K, Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP 

Pratama Malang Selatan, tgl 17 Februari 2011 jam 10.00 WIB  
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2.3 Kedudukan Hukum SKB Pajak Penghasilan Atas Penghasilan 

Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Karena 

Hibah Menurut Pasal 2 ayat (1) Huruf c dan d Perdirjen 

30/PJ/2009 di KPP Kota Malang. 
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Menurut sub bagian pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Malang 

Selatan, jangka waktu penerbitan permohonan SKB telah sesuai dengan 

ketentuan perdirjen 30/PJ/2009 yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja dan 

mengenai syarat pengajuan SKB tersebut diakui melebihi ketentuan dari pada 

perdirjen, hal tersebut sebagai sarana control KPP terhadap para penghindar 

atau pengelak dari pajak penghasilan.101 Kelebihan syarat tersebut antara lain 

: Akta kelahiran, Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun yang 

bersangkutan, Fotokopi akta hibah, Fotokopi SSB. 

Hal tersebut juga sama telah diungkapkan oleh sub bagian pengawasan 

dan konsultasi KPP Pratama Malang Utara bahwa jangka waktu penerbitan 

SKB 3 (tiga) kerja sampai 4 (empat) hari kerja,102  dan dibenarkan oleh sub 

bagian pelayanan dan informasi.103 

Hal yang berbeda diungkapkan oleh sub bagian pelayanan dan 

informasi, jangka waktu permohonan SKB minimal (paling sedikit) 3 hari dan 

mengenai syarat pengajuan SKB ditentukan oleh KPP.104  

Menurut hasil penelitian yang diperoreh dari wajib pajak, pelaksanaan 

jangka waktu penerbitan SKB terlihat jelas dari tabel sebagai berikut :  

TABEL 2: PELAKSANAAN PENERBITAN SKB HIBAH DI KOTA MALANG 

wajib pajak Jangka waktu 

                                                           
101 Hasil wawancara dengan K, Seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Malang 

Selatan, tanggal 12-02-2011, jam 11.00 wib 
 
102 Hasil wawancara dengan H, Seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Malang 

Utara, tanggal 20-03-2011, jam 10.30 wib 

 
103

 Hasil wawancara dengan F, Seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Malang 

Utara, tanggal 20-03-2011, jam 11.00 wib 
 
104 Hasil wawancara dengan L, Seksi pelayanan dan informasi melalui KPP Pratama 

Malang Selatan, tanggal 12-02-2011, jam 10.30 wib    
 



 

Sesuai Tidak sesuai 

KPP pratama selatan 1 2 

KPP pratama utara - 3 

Total 1 5 

Prosentase 16,67% 83,33% 

Sumber : diololah dari hasil wawancara dengan responden berdasarkan SK 

Penerbitan SKB 
 

Sesuai tabel diatas dapat diperoleh keterangan dari responden wajib 

pajak di kota malang maka pelaksanaan jangka waktu penerbitan SKB 

sebesar 83,33% (delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen)  belum 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan perdirjen 30/PJ/2009. 

Menurut hasil wawancara dengan responden, penerbitan SKB dapat 

sesuai dengan jangka waktu dengan menegur KPP yang bersangkutan 

sebanyak 3 (kali) sampai SKB tersebut terbit.105  

Mengenai syarat-syarat pengajuan SKB yang ditentukan oleh KPP 

sendiri baik KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Malang Utara, 

menurut penulis hal ini adalah berlebihan dikarenakan adanya syarat-syarat 

yang seharusnya tidak semestinya ada, antara lain adanya syarat penyertaan 

fotokopi akta hibah. Akta hibah adalah akta yang dibuat oleh oleh pejabat 

yang berwenang yaitu PPAT. Dalam hal ini PPAT punya kewajiban 

merahasiakan isi akta tersebut. Tetapi PPAT dalam merahasiakan akta telah 

dihalangi oleh KPP untuk kepentingan perpajakan. 106 akibatnya PPAT 

tersebut melanggar jabatan PPAT sehingga dapat dikenai sanksi. 

                                                           
105 Hasil wawancara dengan P, wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Selatan Kota Malang, tgl 8 maret 2011, jam 15.00 wib  
106 Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  



 
Akan tetapi dalam pemeriksaan perpajakan, 107 dapat dilakukan 

terhadap wajib pajak termasuk instansi pemerintah dan badan lain sebagai 

pemungut pajak atau pemotong pajak dalam rangka menguji kepatuhan 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan menelusuri kebenaran 

data/dokumen atau surat keterangangan lainnya, antara lain surat 

pemberitahuan, pembukuan, pencatatan atau pemenuhan kewajiban 

perpajakan lainnya.   

Kedudukan hukum adalah kemampuan hukum untuk berbuat sesuatu, 

untuk bertindak atau kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban.108  

Menurut sub bagian pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Malang 

Selatan kedudukan hukum SKB hibah ini adalah sebagai hak109 hal tersebut 

juga diungkapkan sama oleh sub bagian pengawasan dan konsultasi KPP 

Pratama Malang Utara.110 

Dapat disimpulkan kedudukan hukum SKB PPh hibah menurut pasal 2 

ayat (1) huruf c dan d perdirjen 30/PJ/2009 terkait dengan prosedur 

penyelesaian SKB PPh hibah di  KPP Pratama Kota Malang adalah sebagai 

hak, yang dalam pelaksanaanya prosedur penyelesaian SKB, mengenai syarat 

formal yang ditentukan oleh KPP sendiri tidak mempunyai fungsi dikarenakan 
                                                                                                                                                               
 
107 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan 

mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan, Moenaf H. Regar, Pajak Penghasilan 1994 Suatu Interpretasi dan 
Catatan, (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 202 

 
108 J.Pareira Mandalangi, Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, (Bandung : Bina 

Cipta, 1986), h. 12 dalam www.harri-baskoro.com, diakses tgl 10-01-2011, jam 09.15 

wib 
109 Hasil wawancara dengan K, Seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Malang 

Selatan, tanggal 12-02-2011, jam 11.00 wib 

 
110 Hasil wawancara dengan H, Seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Malang 

Utara, tanggal 20-03-2011, jam 10.30 wib 
 

http://www.harri-baskoro.com/


 
KPP tidak mempunyai wewenang dalam hal tersebut dan pelaksanaan jangka 

waktu penyelesaian SKB yang melebihi ketentuan akan berakibat pada 

terhambatnya wajib pajak dalam  memperoleh SKB.  

Adanya SKB sebagai hak ini dikarenakan wajib pajak yang berusaha 

untuk melakukan perlawanan terhadap pajak, yaitu dengan cara melakukan 

penghindaran terhadap pajak (tax avoidance)111  

 

 

dan pengelakan terhadap pajak (tax avasion).112   

Gustav Radbruch berpendapat bahwa ada 3 (tiga) nilai dasar tujuan 

hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam menerapkan hukum, yaitu nilai 

keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum. Tujuan hukum yang 

seharusnya menjadi dasar dalam menerapkan hukum yaitu nilai keadilan, 

nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum.  

Adanya SKB jika dianalisis dengan teori tujuan hukum antara lain nilai 

keadilan sebagai landasan filosofis, kemanfaatan sebagai landasan sosiologis, 

kepastian hukum sebagai landasan yuridis. 

Landasan filosofis (filosofische grondslag)113, suatu peraturan 

dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-

                                                           
111 Penghindaran terhadap pajak adalah upaya penghindaran atau penghematan 

terhadap pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundang-

undangan (lawful fashion). Trihastutie, Penghindaran atau Penggelapan Pajak, 

diakses melalui http://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20/penghindaran-

atau-penggelapan-pajak/, tgl 24-05-2011, jam 20.00 wib 

112 Pengelakan terhadap pajak adalah mengelak dari pajak dilakukan dengan cara 

melanggar peraturan perundang-undangan. Mutiah, Hukum Pajak I, diakses melalui 
http://pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../93011-1-683396197439.doc, tgl 24-05-
2011, jam 20.00, wib. 

 

http://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20/penghindaran-atau-penggelapan-pajak/
http://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20/penghindaran-atau-penggelapan-pajak/
http://pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../93011-1-683396197439.doc


 
normanya mendapat pembenaran (rechvaardiging). Pembenaran terhadap 

pandangan hidup (way of life) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan 

etika dari bangsa tersebut. Secara universal harus didasarkan pada 

peradapan, cita-cita kemanusiaan, kebenaran, keadilan, kesusilaan.  

Berdasarkan teori daya pikul, De Langen sebagaimana dikutip oleh 

Rochmad Soemitro mengemukakan keadilan adalah kekuatan seseorang 

untuk memikul suatu beban daripada apa yang tersisa, setelah seluruh 

penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak 

untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga.114  

Jadi keadilan dapat dikatakan apabila seluruh penghasilan itu dikurangi dari 

pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan. 

Prinsip benefit, menurut Santoso Brotodiharjo disebut juga prinsip 

kenikmatan, mengemukakan keadilan adalah pengenaan pajak harus 

seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik 

yang diberikan oleh pemerintah. Jadi adil dapat dikatakan apabila seseorang 

memperoleh kenikmatan lebih besar daripada jasa-jasa publik yang dihasilkan 

oleh pemerintah maka dikenakan beban pajak yang lebih besar pula.  

Landasan sosiologis (sociologische groundlag)115, suatu peraturan 

dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya 

sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting 

                                                                                                                                                               
113Landasan filosofis yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar 

cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan ke dalam suatu rencana 
atau draf peraturan negara. M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-
undangan, (Bandung : Mandar Maju, 1989), h. 7 

 
114De langen dalam Rochmad Soemitro, op.cit (Bandung: Eresco,1992) h. 31  

  
115 Landasan Sosiologis yaitu ketentuan yang mencerminkan kenyataan hidup dalam 

masyarakat, I Gede I Gede Pantja Astawa, Suprin Na’a, Op.Cit, h. 79 
 



 
agar peraturan perundangan yang dibuat tidak menjadi huruf-huruf mati 

belaka.  Dengan kesadaran masyarakat itulah maka peraturan tersebut akan 

berjalan efektif dan akan bermanfaat bagi masyarakat. 

Manfaat pajak dapat dilihat dari pihak rakyat selaku wajib pajak 

maupun dari negara sebagai pihak yang menerima pembayaran pajak, antara 

lain meningkatkan ekspor, pembangunan, menambah datangnya investor, 

menekan inflasi dan memeratakan pendapatan masyarakat. 

Landasan yuridis116 (juridishe groundslag), suatu peraturan 

perundangan dikatakan mempunyai landasan yuridis, apabila mempunyai 

dasar hukum atau legalitas terutama pada peraturan-peraturan yang lebih 

tinggi sehingga peraturan tersebut lahir. Hal tersebut untuk kepastian hukum. 

Kepastian hukum dalam ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh 

menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, harus jelas maknanya dan tidak 

ambigius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Landasan yuridis yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (rechtsground) 

bagi suatu pembuat peraturan, Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan 
Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), h. 14 

 



 
 

 

 

 

3. AKIBAT HUKUM APABILA WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN 

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN 

Pengecualian pemungutan pajak penghasilan oleh Pasal 3 ayat (1) 

Peraturan Direktur Jendral pajak Nomor 30/PJ/2009, diberikan syarat dengan 

penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB), sebagai berikut : 

“Pengecualian dari kewajiban pambayaran atau pemungutan Pajak 
Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Huruf a, 
huruf c, huruf d, huruf e diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan 
Bebas Pajak Penghasilan  dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan.” 
 
Akibat hukum adalah akibat dari suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan 

hukum. Menurut Surojo Wignodipuro, akibat hukum dapat berupa : 

a. Lahirnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum; 
b. Lahirnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum; 
c. Sanksi (apabila melakukan tindakan melakukan tindakan melawan 

hukum;117 
 
 

Akibat hukum apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB PPh maka 

terdapat  2 (dua) akibat hukum yaitu akibat hukum terhadap wajib pajak dan 

akibat hukum terhadap kantor pertanahan. 

1. Akibat Hukum terhadap wajib pajak 

Akibat hukum apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB di KPP maka 

pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan menjadi 

                                                           
117 Surojo Wignjoyodipuro, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kelima, (Jakarta: Gunung 

Agung, 1983), h. 38 
 



 
terutang. Utang pajak ini akan hapus dengan cara pembayaran pajak 

penghasilan oleh wajib pajak ke kas negara. 

 Menurut hasil wawancara, wajib pajak membayar pajak penghasilan 

atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan 

mengisi formulir SSP (Surat Setoran Pajak).118  

Menurut teori negara hukum modern (welvaarstaat), pemungutan pajak 

oleh pemerintah dapat dibenarkan. Hal tersebut merupakan tindakan aktif 

pemerintah untuk mencampuri kegiatan ekonomi dan social masyarakat 

sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di samping 

menjaga ketertiban dan keamanan. 

Menurut teori pembenaran pemungutan pajak oleh fiscus yakni teori 

daya beli mengemukakan fungsi pemungutan pajak jika dipandang dari 

gejala dalam masyarakat dapat dipersamakan dengan pompa, yakni 

mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga 

negara kemudian memelihara masyarakat untuk tujuan tertentu. 119 

Teori ini menitikberatkan pada fungsi pemungutan pajak yaitu fungsi 

mengatur (reguleren). Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan 

mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Oleh 

karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong 

serta mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan keinginan 

pemerintah.  

Dengan adanya fungsi mengatur (reguleren), kadangkala dari fungsi 

budgeter  justru tidak menguntungkan sedangkan dilihat dari fungsi 

                                                           
118 Hasil wawancara dengan K Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Malang 

Selatan, tgl 17 Februari 2011 jam 10.00 WIB  
 
119 Y. Sri Pudyatmoko, Op. Cit, (Yogyakarta : Andi, 2002), h.  
 



 
reguleren hal yang demikian tersebut dipandang berhasil apabila penerimaan 

pajaknya kecil. Pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan karena hibah dipungut pajak jika tidak mengajukan SKB, 

penerbitan SKB ini adalah hal yang dikehendaki pemerintah sehingga apabila 

pemasukan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan  karena hibah kecil maka tujuan pemerintah dalam hal penerbitan 

SKB tersebut adalah berhasil. 

Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini, fiscus (pemerintah) 

menggunakan cara dengan menetapkan tarif pajak proporsional/sebanding120  

dengan pemungutan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan yaitu 5 % (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan kecuali atas pengalihan hak atas Rumah 

Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak 

yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan 

dikenai Pajak penghasilan sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah bruto nilai 

pengalihan.121 

Tentunya penetapan tarif ini tidak terlepas dari keadilan dalam 

pemungutan pajak. Pemungutan pajak dengan perlakuan yang sama 

diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan tarif yang sama tanpa 

membedakan jenis atau sumber penghasilan (Equal Treatment for The 

Equal). 122 

                                                           
120 Tarif pajak proporsional/sebanding yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap 

jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Waluyo, Perpajakan 
Indonesia (Jakarta : Salemba Empat, 2010), h.18  

 
121 Pasal 1 ayat (3) perdirjen 30/PJ/2009 

 
122 Waluyo, Op.Cit, h. 18 



 
Pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak 

yang mengalihkan hak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) 

kepada bank persepsi atau kantor pos, sebelum akta, keputusan, perjanjian 

kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan ditandatangani oleh PPAT/pejabat yang berwenang. 

Dalam SSP dicantumkan nama, alamat dan NPWP (Nomor Pokok Wajib 

pajak) yang terdiri dari 15 (limabelas) digit dan apabila wajib pajak belum 

memililki NPWP maka digunakan NPWP 00.000.000.0.000.XXX (XXX adalah 

kode KPP tempat tinggal atau kedudukan) dari wajib pajak yang mengalihkan 

hak tersebut serta mencantumkan lokasi tanah/atau bangunan dan nama 

pembeli. 

SSP lembar ke-3 wajib disampaikan oleh wajib pajak yang melakukan 

pengalihan hak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau 

yang wewenangnya meliputi wilayah tempat wajib pajak bertempat tinggal 

atau berkedudukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah 

bulan dilakukan pengalihan hak. 

Apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB dan tidak membayar pajak 

dengan mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) maka Direktur Jenderal Pajak 

dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).123 SKPKB 

ini dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain yang ternyata 

jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. Wajib pajak dapat 

dikenai sanksi  administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan sampai 

dengan maksimum 24 bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak atau 
                                                           
123 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih 

harus dibayar. Waluyo. Wirawan B Ilyas, Op.Cit, h. 41 
 



 
berakhirnya Masa pajak, Tahun pajak sampai dengan diterbitkannya 

SKPKB.124 

Akibat hukum terhadap wajib pajak atas penerbitan penyelesaian Surat 

Keterangan Bebas (SKB) yang lewat waktu sesuai dengan ketentuan 

perdirjen pajak maka SKB tersebut dianggap ditolak.  

 

2. Akibat  Hukum terhadap Kantor Pertanahan 

Dalam peralihan hak karena pemindahan hak, PPAT wajib 

menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk 

keperluan pendaftaran peralihan hak kepada Kantor Pertanahan, menurut 

pasal Pasal 103 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dokumen-dokumen tersebut antara lain : 

a. Surat Permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani 
oleh penerima hak atau kuasanya; 

b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan 
permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak; 

c. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang 
bersangkutan, yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu 
pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya 
meliputi letak tanah yang bersangkutan; 

d. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak; 
e. Bukti identitas penerima hak; 
f. Sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 

yang dialihkan; 
g. Izin pemindahan hak; 
h. Bukti perlunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan; 
i. Bukti perlunasan pajak penghasilan.  
 
Dalam hal pemindahan hak atas tanah yang belum terdaftar, menurut 

Pasal 103 ayat (3) Perturan Kepala Badan Nomor 3 Tahun 1997, dokumen-

dokumen yang diperlukan antara lain : 

                                                           
124 Ibid, h.42 



 
a. Surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan 

yang ditandatangani oleh pihak yang mengalihkan hak; 
b. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani 

oleh penerima hak dan kuasanya; 
c. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan 

permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak; 
d. Akta PPAT tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang 

bersangkutan; 
e. Bukti identitas pihak yang mengalihkan; 
f. Bukti identitas penerima hak; 
g. Surat-surat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 76; 125 
h. Izin Pemindahan hak; 
k. Bukti Perlunasan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
l. Bukti Pajak Penghasilan. 
 

 
Syarat Bukti Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut 

diatas harus divalidasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah 

(Dispenda). Salah satu  syarat validasi tersebut memerlukan Surat 

Keterangan Bebas (SKB). Akibat hukum dengan tidak mengajukan SKB PPh 

Hibah terhadap kantor pertanahan maka  proses balik nama sertifikat hak 

atas tanah akan terhambat. Hal ini terkait dengan syarat kelengkapan 

dokumen-dokumen yang tersebut diatas. 

SKB yang diperlukan tersebut dalam proses balik nama di kantor 

pertanahan tetap diterima apabila SKB  terbit melampaui jangka waktu yang 

telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

BAB IV 

                                                           
125  Lihat Ketentuan Pasal 76 Peraturan Kepala Badan Nomor 3 tahun 1997 
 



 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam tesis 

ini sebagai berikut : 

1.1 Kedudukan hukum surat keterangan bebas pajak penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena hibah menurut 

peraturan Direktur Jenderal Pajak 30/PJ/2009 di KPP Kota Malang 

terkait dengan prosedur penyelesaian SKB adalah sebagai hak 

dikarenakan adanya nilai keadilan sebagai landasan filosofis, 

kemanfaatan sebagai landasan sosiologis, kepastian hukum sebagai 

landasan yuridis. SKB sebagai hak ini dikarenakan wajib pajak yang 

berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap pajak, yaitu dengan 

cara melakukan penghindaran terhadap pajak (tax avoidance) dan 

pengelakan terhadap pajak (tax avasion). 

1.2   Akibat hukum apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB antara lain: 

1.2.1  Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak wajib yaitu membayar pajak 

penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan dengan mengisi formulir SSP (Surat Setoran Pajak).  

Apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB dan tidak membayar 

pajak dengan mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) maka Direktur 

Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPKB) 



 
Akibat terhadap wajib pajak apabila SKB terbit melebihi jangka 

waktu yang ditentukan dalam perdirjen maka SKB tersebut 

dianggap ditolak. 

1.2.2 Akibat hukum terhadap Kantor Pertanahan 

Akibat hukum dengan tidak mengajukan SKB PPh Hibah terhadap 

kantor pertanahan maka  proses balik nama sertifikat hak atas 

tanah akan terhambat. Hal ini terkait dengan syarat kelengkapan 

dokumen Bukti Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan 

yang harus divalidasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan 

Daerah (Dispenda). Salah satu  syarat validasi tersebut 

memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB). 

SKB yang diperlukan tersebut dalam proses balik nama di kantor 

pertanahan tetap diterima apabila SKB  terbit melampaui jangka 

waktu yang telah ditentukan. 

 

2. SARAN 

2.1  Bagi Direktur Jenderal Pajak 

Sebagai pembuat peraturan hendaknya melakukan sosialisasi sehingga 

dapat diketahui dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait dengan 

penyelesaian penerbitan SKB 

2.2  Bagi kantor Pelayanan Pajak 

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat maka 

harus sema 



 
ksimal mungkin bekerja secara professional dan melaksanakan 

ketentuan yang telah dibuat oleh Direktur Jendral Pajak untuk 

tercapainya kepastian hukum. 

2.3  Bagi masyarakat 

Masyarakat disarankan untuk aktif dalam proses penyelesaian 

penerbitan SKB dengan cara melakukan pengecekan secara rutin ke 

kantor Pelayanan Pajak tempat ia memohon SKB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lampiran 2 : 

TABEL PERUBAHAN NAMA  

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN 

 

NO TAHUN NAMA 

1. 1942 Kantor Penetapan Pajak 

2. 1947 - Inspectif van Financier 

- Kantor Penetapan Pajak 

3. 1949 Kantor Inspeksi Keuangan 

4. 1952 Kantor Inspeksi Pajak Malang 

5. 1961 Kantor Pelayanan Pajak Malang 

6. 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

Sumber : Profil KPP Pratama Malang Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lampiran 3 

DAFTAR KELURAHAN WILAYAH KERJA 

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN 

 

No Kecamatan  

Klojen 

No Kecamatan 

 Kedungkandang 

No Kecamatan 

 Sukun 

1. Klojen 1. Kotalama 1. Ciptomulyo 

2. Rampal Celaket 2. Mergosono 2. Gadang 

3. Samaan 3. Bumiayu 3. Bandungrejosari  

4. Kidul Dalam 4. Wonokoyo 4. Sukun 

5. Sukoharjo 5. Buring 5. Tanjungrejo  

6. Kasin  6. Kedungkandang 6. Pisang Candi  

7. Oro-oro Dowo 7. Lesanpuro 7. Bandulan  

8. Bareng  8. Sawojajar 8. Karang Besuki 

9. Gading Kasri 9. Madyapuro 9. Mulyorejo 

10. Penanggungan 10. Cemorokandang 10. Bakalan Krajan 

11. Kauman 11. Arjowinangun 11. Kebonsari 

- - 12. Tlogowaru - - 

Sumber : 

http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Tabel%20Wilayah%20Indonesia.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Tabel%20Wilayah%20Indonesia.pdf


 
 

Lampiran 4 

DAFTAR KELURAHAN WILAYAH KERJA  

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA 

 

No Kecamatan Lowokwaru No Kecamatan Blimbing 

1. Lowokwaru 1. Kesatrian 

2. Tulusrejo 2. Polehan 

3. Jatimulyo 3.  Purwantoro 

4. Mojolangu 4. Banulrejo 

5. Tanjungsekar 5. Pandanwangi 

6. Tasik Madu 6. Bilmbing 

7. Tunggulwulung 7. Purwodadi 

8. Tlogomas 8. Arjosari 

9. Dinoyo 9. Balearjosari 

10. Merjosari 10. Polowijen 

11. Ketawanggede 11. Jodipan 

12. Sumbersari - - 

Sumber : 

http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Tabel%20Wilayah%20Indonesia.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.pajak.go.id/dmdocuments/Tabel%20Wilayah%20Indonesia.pdf
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